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BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FUNGSI ORSOSPOL

PADA MASA ORDE BARU

Manusia hidup di dunia tidaklah terlepas dari hidup
bermasyarakat. Hal ini sudah wajar karena manusia
disamping sebagai makhluk sosial, manusia juga
diciptakan dalam keadaan yang tidak sempurna, dalam
artian manusia itu di dalam kehidupannya tidak akan bisa
hidup sendirian. Untuk itulah manusia memerlukan bantuan
orang lain di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Oleh karena manusia di dalam memenuhi kebutuhannya
antara vang satu dengan yang lainnya bisa terjadi adanya
suatu ketegangan, maka diperlukan adanya suatu hukum
vang mengaturnya. Dan manusia oleh Allah memang
diciptakan untuk mengatur kehidupan ini. Oleh karena itu
dibutuhkan suatu wadah yang bisa mengatur segala
kebutuhan tersebut. Wadah tersebut berupa negara. Negara
itulah vang nantinya akan mengatur segala apa vang
menjadi keinginan dari warganya sehingga antara vang
satu dengan yang lainnya tidak saling bentrok.

Di dalam negara yang menganut sistim demokrasi, di
perlukan adanya suatu partai yang menjadi wadah bagi

rakyat dalam rangka ikut menentukan dan mengatur
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jalannya pemerintahan tersebut. Dan tentunya partai
politik tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh rakyat
untuk ikut serta berperan aktif di dalam mengawasi
jalannya pemerintahan. Dan melalui partai politik itulah
rakyat dalam satu negara memilih para wakil mereka untuk
duduk di dewan, yang mana dengan dewan tersebut akan
memberikan saran—-saran dan mengawasi jalannya
pemerintahan. Agar sesuai dengan apa yang diinginkan
oleh rakyat.

Oleh karena itulah, maka secara tidak langsung
partai politik sangat berperan di dalam menentukan
jalannya sutu pemerintahan. Hal itu dikarenakan partai
politik merupakan wadah aspirasi rakyat banvak. Untuk
itulah paktai vang pada akhirnya dapat , memerintah satu
negara haruslah dapat menjalankan fungsi;fungsinya

dengan sebaiknya. Adapun fungsi tersebut adalah sebagai

berikut:

1. Partai Politik Sebagai Sarana Komunikasi Politik
Dalam fungsi ini, partai politik berfungsi sebagai
media atau perantara antara rakyvat dengan pemerintah.
Maka tidak salah kalau partai politik dikatakan jembatan
antara masyarakat dengan pemerintah. Fungsi tersebut di
laksanakan dengan mendengarkan menggabungkan serta

merumuskan aspirasi vyang berasal dari masyarakat
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kemudian menuangkannya kedalam bentuk program partai.
Ferumusan dalam bentuk program tadi mencerminkan inti
dari aspirasi dan kepentingan masyarakat untuk
diperjuangkan dalam proses pembuatan kebijaksanaan umum.
Dari sini partai politik menjadi penyalur aspirasi vyang
datang dari bawah (masyarakat).

Dari atas (pemerintah) pun partai politik bisa
berfungsi pula sebagai penyalur segala keputusan
kebijaksanaan vyang telah dihasilkan dan yang mengikat
masyarakat secara keseluruhan. Hal ini nampak di negara
Indonesia dalam orde baru dimana partai politik
merupakan partner pemerintah dalam mensukseskan
kebijaksanaan umum. Hal ini terbukti ketika pemerintah
melancarkan kebijaksanaan keluarga berencana secara
nasional. Dalam hal ini partai politik bisa berfungsi
sebagai penyebar serta sarana untuk memberikan
penjelasan kepada masyarakat tentang pentingnya program
berencana ini demi massa depan bersama.

Demikian Jjuga tentang undang-undang Ferpajakan
partai politik dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa
membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara dan
bahwa pajak yang dipungut tadi akan terhimpun sebagai
dana pelayanan umum seperti; rumah sakit, pasar, seko-
lah, dan lainnya. Dengan demikian masyarakat dapat

diyakini bahwa pajak yang mereka bayar tidak akan hilang
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percuma.

Fartai politik melalui wakil-wakilnya yang duduk di
DFR hendaklah berusaha dengan sekuat tenaga agar vang
menjadi keinginan rakyat dapat ditampung dengan baik,
dan untuk disampaikan hkepada fihak penguasa supaya
mendapat tanggapan karena hal ini adalah amanat rakyat
yang harus disampaikan. Sebagaimana firman Allah dalam

surat An-Nisa’ ayat 58 yang berbunyi:
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada vyang berhak menerimanya, dan
(menyuruh hkamu) apabila menetapkan hukum diantara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat." (Al Qur’an, 4, 958).
Dari uraian di atas bila kita kaitkan dengan fungsi
partai politik sebagai sarana komonikasi politik,
hatruslah menyampaikan apa yang menjadi keinginan rakyat
kepada fihak penguasa dan memperlakukan yang sama
antara yang satu dengan yang lainnya.
Melihat uraian di atas dapatlah kita katakan. bahwa
partai politik yang berfungsi sebagai komonikasi politik
itu diperbolehkan Islam, karena adanya kemaslahatan yang

diperoleh dari pelaksanaan fungsi tersebut. Namun dalam

kenyataannya partai politik belum dapat sepenuhnya
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melaksanakan fungsi itu, karena fungsi komonikasi pada
massa Orde baru masih terasa berjalan sepihak, vyaitu
hanya berjalan dari atas kebawah. Hal ini menunjukkan
ketidak adilanya partai politik karena lebih memihak
kepada pemerintah dari pada ke bawah (masyarakat).
Fadahal berbuat adil terhadap sesama manusia merupakan
keharusan.

Fada hakikatnya tidak ada manusia yang mau diper-—
lakukan dengan tidak adil oleh siapapun juga. tanpa
adanya keadilan di dalam masyarakat, akan terjadi
tindakan sewenang-wenang dari yang kuat terhadap vang
lemah.

Sehingga dalam masyarakat akan terjadi kegelisahan
dan penderitaan. (Sukarna, 1974, 152).

Oleh karena itu dalam Al Qur'an surat Al-Maidah

ayat B8 disebuthkan:
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"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi
orang—-orang vyang selalu menegakkan (kebenaran)
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karena Allah. Menjadi saksi dengan adil. Dan
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu
kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.
Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada
tagwa. Dan bertagwalah kepada Allah, sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Al
Qur‘an, S5, 8).

Dan dalam surat An-Nahl ayat 90:
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"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil
dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat,
dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran
dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu
agar kamu dapat mengambil pelajaran." (Al Qur’an,
16, 90).

Dalam kaitan ini Rasulullah saw. bersabda:
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"Dari Aisyah ra. Sesungguhnya orang-orang Quraisy
menangkap seorang wanita yang terkemuka mencuri.
Maka seorang gquraisy berkata: Siapakah yang akan
menyampaikan masalah ini kepada Rasulullah. Dan
tidak ada yang cocok untuk menyampaikan masalah itu
kecuali Usamah kekasih Rasulullah saw. Lalu Usamah
memohonlah kepada Rasul, maka Rasulullah saw.
bersabda: Adakah (patut) engkau memintakan
b.ebebasan dari satu had dari pada had atau vyang
diwajibkan oleh Allah? kemudian ia berdiri lalu
berkhatbah, yaitu ia berkata: Hai manusia'
Sesungguhnya orang—-orang sebelum kamu telah binasa
lantaran apabila orang yang mulia diantara mereka
mencuri, mereka bebaskan dia, tetapi apabila orang
yang lemah diantara mereka mencuri, mereka berikan
padanya (hukum) had. Aku bersumpah demi Allah vyang
Jiwa Muhammad berada di tangan—-Nya,sekiranya
Fatimah, putri Muhammad, melakukan (mencuri)
niscaya akan aku potong tangannya. (Ahmad bin Ali
EBin Hajar, t.t., 87).

2. Partai Politik Sebagai Sarana Sosialisasi Politik.

Fartai politik merupakan wadah aspirasi rakyat
banyak dan karena itulah maka partai politik mempunyal
fungsi diberbagai bidang, yang mana fungsi itu bertujuan
untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat
di negara itu partai itulah yang mempunyai peranan
penting di dalam pemerintahan, karenma partai haruslah
memperjuangkan kepentingan angan-angan rakyat banvak.
Dan dikarenakan partai politik itu mempunyai fungsi
diberbagai bidang dalam rangka untuk menentukan jalannya
suatu pemerintahan, maka partai politik itu hendaklah

dilestarikan dari suatu generasi kegenerasi berikutnya.
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Untuk meneruskan kebudayaan politik dari suatu
generasi kegenarasi yang berikutnya, di perlukan suatu
sarana yang istilah sekarang terkenal dengan sebutan
"Sosialisasi Folitik". Dan sebagai sarana Sosialisasi
Folitik, maka partai berkewaiiban untuk mengajarkan
idiologi partai kepada para anggotanya atau para
pendukungnya, mengajafkan norma-norma politik yvang ada
dan berlaku di dalam maéyarakat atau Negara dimana
partai itu berada. Serta mengajarkan apa yang menjadi
hak, kewajiban dan tanggung Jjawabnya sebagai warga
negara vang baik.

Islam sendiri membolehkan adanya penerusan
kebudayaan politik dari suatu generasi kegenarasi
berikutya. Ini terbukti ketika Rasulullah saw meninggal
dunia, para sahabat masih menunjukkan adanya rasa takut
menghadapi situasi politik karena adanya kekosongan
sendiri yang bertanggung jawab menaﬁgani masalah—masalah
politik dalam pemerintahan Islam itu, oleh karena itu
diperlukan adanvya generasi penerus vang bisa
menggantikan kedudukan Rasulullah saw. dalam menangani
masalah-masalah politik dalam pemerintahan Islam itu,
yang pada akhirnya tampuk pemerintahan dipegang oleh:
Abu Bakar Siddig ra, Umar bin Khatthab ra, Usman bin
Affan, dan Ali bin Abi Thalib.

Usaha sosialisasi yang bisa dilakukan adalah
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menerangk.an hak dan kewajiban warga negara, ikut
pemilihan umum menyelenggarakan kursus—kursus kader,
latihan berorganisasi dan lain-lain. Sehingga tiap
organisasi sosial politik hanya dapat berkembang dalam
masyarakat apabila memenuhi syarat-syarat tertentu.
Antara lain memilih dan dukungan oleh kader yang dapat
diandalkan.

Dalam Undang-Undang No 2 tahun 1955 tentang partai
politik dan golongan karya lain disebutkan antara lain:

a. Fasal S5 huruf (b)), membina anggota—anggotanya
menjadi warga negara Republik Indonesia yang
bermoral. pancasila serta terhadap Undang-Undang
Dasar 1945 sebagai salah satu wadah untuk mendidik
politik rakyat kesadaran politik rakyat.

b. Fasal B8 ayat (1) disebutkan, yang dapat menjadi
anggota partai politik dan golkar adalah warga
negara Indonesia yang telah melalui penelitian atau
panvyaringan. oleh pengurus partai dan golongan karya
vang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan
antara lain, sanggup aktif mengikuti kegiatan sesuai
dengan ketentuan yang ditentukan oleh partai politik
dan golongan karya.

Hal ini mengandung pengertian bahwa warga negara
Indonesia vyang tidak mendaftarkan diri menjadi anggota

atau tidak aktif melakukan kegiatan organisasi adalah
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massa yang akan diperebutkan dalam setiap pemilu. Dengan
demikian maka massa rakyat yang tidak terlibat dalam
kegiatan politis praktis sehari-hari dan mereka dapat
mencurahkan perhatian dan tenaganya untuk melakukan
pembangunan.

Di'sinilah pentingnya partai politik sebagai sarana
sosialisasi politik mengajarkan norma-norma politik yang
ada serta mengajarkan apa yang menjadi kewajiban dan
tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baitk
sehingga nantinya bisa menjadikan generasi penerus yang
berkuwalitas.

Dari uwraian di atas, menunjukkan bahwa mengenai
fungsi partai politik tidak bertentangan dengan hukum
Islam. Hanya saja partai politik dalam prakteknya belum
dapat berfungsi secara wajar, ini terbukti dimana partai
politik terkadang hanya menyebarkan nilai-nilai dan
norma—-norma yang menguntungkan partainya saja. Bahkan
terkadang partai politik melakukan manipulasi nilai-
nilai.

Dengan demikian, jika ditinjau dari hukum Islam
tidak sesuai, sebab Islam sendiri menuntut adanya
perlakuan vyang sama, baik dalam kehidupan politik,
sosial ekonomi dan kebudayaan, sehingga tidak sewajarnya
manusia membedakan menurut ras, warna kulit, Jjenis

kelamin, bahasa, agama dan faham politik. (Muhammad S,
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Elwa, 1983, 142).

Kalau kita perhatikan dari persamaan di atas maka
manusia vang sudah sepatutnya di dalam hal kedudukan
dalam masyarakat di negaranya tidak dibeda-bedakan. Hal
itu sangatléh perlu agar masyarakat jangan merasa
seolah-olah dikecilkan dan seakan—akan tidak berharga
lagi. Untuk itulah apa saja vang sifatnya untuk membeda-
bedakan kedudukan atau derajat antara warga negara yang
satu dengan warga negara vyang lainnya, itu harus
ditentang dan harus ditiadakan dari muka bumi.

Demikian juga harus ada rasa persamaan di dalam hal
ketetapan Undang-Undang. Janganlah hanya karena dari
jumlah minoritas maka kemudian mereka dibedakan dalam
perlakuan dalam undang-undang.

Dalam ajaran Islam prinsip persamaan 1itu di

terangkan berdasarkan firman Allah:
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"Hai manusia, sesunguhnya kami menciptakan kamu
dari seorang laki-laki dan searang perempuan dan
menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
supava kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang
vang paling mulia di sisi Allah adalah orang vyang
paling bertagwa diantara kamu. Sesunguhnya Allah
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Maha mengetahui lagi Maha Mangenal." (Al Quf'an,
49, 13).
Hal ini dipertegas oleh hadis sebagai barikut :
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Darl Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw.

bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak memandang
kepada bentuk, rupa atau harta kamu, tapi ia
memandang kepada hati dan perbuatan kamu." (Ibnu

kKatsir, t.t. 217).

Berdasarkan ayat di atas maka dapat Ekita ketahui
bahwa prinsip persamaan di dalam Islam sangat
dianjurkan betul. Dan hal itu tidaklah: mengenal
perbedaan dari warna kulit ataupun suku bangsa, baik itu
vang minoritas maupun yang mayoritas, Islam menetapkan
sistem persamaan sejak priode Madinah sampai pada
perkembangan Agama Islam vyaitu pemerintahan Islam.
(Muhaammad S, El1 Wa. 198% , 144).

Didalam Undang-Undang No I tahun 1975 tantang
partai politik dan golkar dalam pasal 1 ayat 2 telah
dijelaskan bahwa partai politik danm golongan karya
sebagai organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat
warga negara Republik Indonesia atas persamaan kehendak
mempunyai kedudukan , fungsi, hak, dan kewajiban vyang
sama dan derajatnya sesuai dengan Undang-Undang ini dan
redaulatannya berada di tamgan anggota.

Dan juga dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa warga
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negara kedudukannya yang sama  dalam hukum dan
pemerintah. Dengan pernyataan ini berarti bahwa harkat
dan martabat semua warga negara disemua lapisan
masyrakat disamakan kedudukannya dalam hukum.

3. Partai Politik Sebagai Sarana Rekruitmen Politik.

Dalam rangka melestarikan keberadaanya partai
pﬁlitik vang merupakan wadah aspirasi rakyat banyak,
diperlukan adanya generasi penerus. Untuk melestarikan
leberadaan partai politik masyarakat, maka partai
politik memegang peranan yang teramat penting vyaitu
mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut
berperan aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota
partai (Political Recruitment). (Miriam Budiardjo, 1978
. 164).

Adapun cara yang ditempuh oleh partai politik vyang
satu kemungkinan berbeda dengan cara yang ditempuh oleh
partai politik yang lainya. Namun pada umumnya cara yang
ditempuh oleh partai politik adalah melalui kontak
pribadi., persuasi dan pengkaderan.

A Sebagai sarana rekrutmen politik, partai politik
menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader vyang
dimasa mendatang akan menggantikan pimpinan lama. Dengan
demikian partai politik dapat juga dinyatakan sebagai
salah satu cara untuk menyeleksi para warga untuk

bemudian diorbitkan menjadi calon-calon pemimpin. Dengan
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lebih mengkhususkan kepada orang—orang yang mempunyai
bakat vyang cukup menonjol Fartai Folitik menyeleksi
mereka siapakah diantara para anggotanya yang
diperkirakan dapat dicalonkan menjadi pemimpin.

Dalam masalah pemilihan seorang pemimpin, Islam
mengajarkan untuk memilih yang lebih utama, kemudian
lebih diutamakan kepada orang-orang yang memiliki
keahlian dan kemampuan untuk memimpin. Dan apabila ini
telah dilakukan dengan usaha yang cermat, dan seorang
telah menduduki Jjabatan itu dengan haknya, maka
sesungguhnya ia telah menunaikan amanat dan
kewajibannya. Dan ia duduk dalam jabatannya sebagai
pemimpin vyang berlaku dalam pandangan Allah. Dan bila
karena sesuatu sebab ia tak dapat melakukan tugasnya

dengan memuaskan,. maka Allah Swt, telah berfirman:
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"Maka takutlah kamu kepada Allah sekedar hkuasamu."
{Al Qur 'an, 44 , 16).
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“Allah tidak membebani seseorang malainkan sesuai
dengan kesanggupannya." (Al Qur’an, 2 , 286).
Sepantasnyalah dilihat dengan baik siapa orang yang

paling pantas untuk menduduki suatu jabatan, karena

pimpinan itu harus memiliki 2 rukun yakni kekuatan dan
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"Sessungguhnya orang yang paling baik vyang kamu

ambil untuk bekerja (pada kita) i1alah orang vang

kuat lagi dapat dipercaya." (Al Qur’'an, 2B , 26}).

Uraian di atas menegaskan bahwa, dalam setiap usaha
pemilihan seorang pemimpin hendaklah memenuhi kriteria
vang afdol yaitu adil dan menyampaikan amanah.

Dengan melaksanakan fungsinya sebagai saréna
rekrutment politik, maka partai politik vang
bersanghkutan sebenarnya tidak perlu mengkawatirkan nasib
masa depannya dari segi kepemimpinan. Sebab untuk
menjadi pemimpin malalui pengkaderan maka berarti dari
segi képemimpinan partai politik tersebut sudah memenuhi
kebutuhannya.

Oleh karena itu pulalah maka cara penghkaderan lebih
sering dipergunakan untuk merekrut kaum muda, baik vyang
berasal dari masyarakat umum untuk dipersiapkan menjadi
calon pemimpin.

Dari gambaran di atas, menunjukkan bahwa mengenai

fungsi partai politik sebagai rekrutmen politik
pelaksanaanya itu sendiri menurut hukum Islam
diperbolehkan. Namun dalam pelaksanaannya sejak masa

orde baru fungsi rekrutmen ini belum dapat berjalan

93
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dengan baik, karena adanya keterbatasan dalam
pangambilan tenaga berbakat, lagi pula, rekrutmen
terkadang bukan berdasarkan Lemampuan, tetapi lebih pada
sistem kekeluargaan dan koneksi. Selain itu, partai
politik yang berfungsi sebagai rekrutmen ini terkadang
memaksakan kehendaknya pada orang lain untuk ikut
mendukung partainya apabila mereka tidak mau, maka
mereka tidak segan-segan melakukan kekerasan kepada
mereka dan kalau perlu memecat mereka dari jabatan
tertentu.

Dengan demikian, Jjika ditinjau dafi hukum Islam
tidak sesuai. Sebab dalam hukum Islam, maanusia diberi
l.ebebasan atau kemerdekaan di dalam menentukan
kehidupannya sendiri. Manusia bebas untuk memilih, bebas
untuk menyatakan pendapat dan bebas pula melakukan apa
saja berdasarkan pilihan dan pendapatnva tersebut,

seperti yang telah diterangkan dalam firman Allah:
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"Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama,
sebagaian kamu menjadi musuh bagi sebagian vang
lain. maka jika datang hkepadamu petunjuk dari
padaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku
ia tiada akan tersesat dan tidak akan celaka." (Al
Quran, 20 , 127
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Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa
manusia itu oleh Allah diberi kebebasan penuh, akan
tetapi kebebasan tersebut yang dituntut tanggung jawab,
dikarenakan manusia itu bersifat terbatas. (Sukarna,

1979 , 134).

4. Partai Politik Sebagai Pengatur Konflik Dalam
masyarakat

Didalam setiap masyarakat adanya perbedaan pendapat
dan persaingan dianggap wajar. Demikian pula adanya
konflik asal dalam batas tertentu, sering juga dianggap
wajar. Dalam hal yang demikian partai politik berperan
untuk mengatur atau menengahi konflik yang terjadi.

Masalah perbedaan pendapat yang ada akhirnya
manimbulkan konflik, ini sering terjadi ditubuh DFR vang
merupakan unsur yang terpenting dalam proses pengambilan
keputusan, itu sering terjadi beda pendapat diantara
anggota fraksi. Ketua dewan memberi wewenang kepada para
anggota untuk memecahkan masalah tersebut dengan sistem
musyawarah. Dan apabila dengan sistem musyawarah tidak
berhasil maka ketua dewan menéhentikan sidang tersebut.
Dan ketua dewan memberikan kesempatan kepada para fraksi
dengan melalui pendekatan (lobying). kalau cara ini

masih tetap tidak mendapatkan kata sepakat maka terpakesa
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diadakan pemungutan suara (voting) yang biasanya
menghasilkan kemenangan bagi fihak mayoritas.

Indonesia yang menganut sistem demokrasi pancasila
menempatkan musyawarah sebagai hal yang amat penting.
Dimana musyawarah merupakan sarana strategis dalam
proses pencapaian kesatuan pendapat. Juga berorientasi
pada prinsip atau aspek berikut ini vyaitu untuk
mendorong setiap pribadi agar ikut berpartisipasi dalam
pelaksanaan keputusan atau kesepakatan vyang diambil
sebagai jalan keluar dalam pemecahan masalah-masalah
bersama. Dengan kata lain untuk menghindarkan sikap
masa bodoh dari mereka yang tidak terlibat langsung
dalam musyawarah ketika akan 6elaksanakan hasil
musyawarah, dengan dalil vyang bermacam—macam. (M.
Taopan, 1987, 533).

Asas musyawarah ini sudah disinggung dalam
pancasila pada sila keempat dan juga dalam butir-
butirnya, yang mana disebutkan akan pentingnya
musyawarah. Azaz musyawarah ini merupakan syarat mutlak,
karena hal itu sudah dicantumkan dalam pancasila yang
merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku
di Indonesia. Untuk itulah maka apabila terjadi suatu
produk  peraturan vang dikeluarkan pemerintah akanm di
tentang oleh rakyat apabila ternyata peraturan itu

sebelumnya tanpa adanya suatu musyawarah.
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Sedangkan menurut perundangan Islam, prinsip
musyawarah ini dinilai sebagai lembaga yang amat penting
artinya. Karena penéntuan kebijaksanaan pemerintah dalam
sistem pemerintah Islam haruslah didasarkan atas
kesepakatan musyawarah. Dleh karena itu musyawarah juga
merupakan prinsip penting dalam sistem politik Islam.
(Abul A‘la al—-Maududi, 1990, 113).

Islam sebagai Agama yang sempurna mewajibkan pada
umatnya agar mereka selalu bermusyawarah di dalam
menyelesaikan setiap urusan mereka. Seperti firman Allah

dalam Al Qur’ an, yang berbunyi:
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"Maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku
lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu
bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka
manjauhkan diri dari sekelilingmu. FKarena it
maafkanlah mereka dan musyawarahlah dengan mereka
dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah
membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada-Nya."
(Al Qur an, 3, 139).

Dalam surat As—-Syura Allah juga berfirman:
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"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi)
seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang

urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara
mereka, dan mereka manafkahkan sebagian dari rizqgi
yang kami berikan kepada mereka." (Al Qur’'an, 42,
38).

Dalam hadis berikut disebutkan juga sebagai beri-
kuts

06 ,c:e*‘is“‘f\‘%*ﬂ% N

< ’,Y( \,q < ;dey-&" Jw< /\ D J L\)A

Dari ibnu Umar ra. dari Nabi saw. bersabda: Siapa
yang mendapatkan sesuatu masalah, maka musyawarah-
kanlah masalah itu dan putuskan dengan petunjuk
(hasil) musyawarah itu. (Mahmud Al-Alusi Al-
aghdadi. t.t.. 46).
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"Dan telah berkata Ali ra.: Aku pernah bertanya
kapada Rasulullah, sekiranya terjadi sesuatu
sepeninggalmu yang tidak kami dapati hukumnya di
dalam Al QOur’'an atau tidak kami dengar sesuatu
darimu mengenainya, apakah kira-kira yang akan kami
lakukan? berkata EBeliau saw.: Kumpulkanlah para
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ahli ibadah vyang bijaksana diantara umatku dan

musyawarahkanlah urusanmu itu diantara kamu dan

jangan membuat keputusan dengan satu pendapat

saja." (Mahmud al-Alusi al-Baghdadi, t.t., 46).

Dari uraian di atas tersebut, maka dapat disimpul-
kan bahwa musyawarah itu merupakan salah satu kaidah
agama yang wajib dilaksanakan oleh kaum khususnya bagi
setiap orang yang menjabat sebagai imam atau pimpinan.

Dikarenakan prinsip musyawarah itu dapat mencipta-
kan negara yang aman dan dapat menyelesaikan persoalan-—
persoalan vang bagaimanapun sulitnya, maka sudah
sewajarnya bagi para penguasa atau pimpinan pemerintah
untuk selalu melakukan musyawarah di dalam setiap
menyelesaikan hambatan dan rintangan yang selalu
dihadapinya, dengan para wakil-wakil rakyat. Sehingga
apa vang terjadi keinginan rakyat serta program-program
yvang sudah dan akan dilaksanakan selalu selaras dengan
apa yvang menjadi keinginan rakyat.

Apabila di dalam suatu negara terjadi konflik
antara warga negara maupun golongan vyang ada, maka
partai politik haruslah dapat melaksanakan fungsinya
dengan baik yaitu sebagai sarana untuk dapat menyele-
saikan konflik tersebut. Sehubungan dengan hal itu maka
partai politik dapat mengatur perbedaan pendapat,
mengontrol persaingan agar tetap merupakan persaingan

yang sehat dan bahkan dapat pula meredakan konflik vyang
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terjadi diantara mereka. Sehingga akibat vyang mungkin
ditimbulkan tidak akan merusak kesatuan dan persatuan
bangsa dan negara yang telah dicapai. (Haryanto, 1984,
34).

Sebagai contoh bahwa partai politik berfungsi
sebagai sarana pengatur konflik adalah ketika terjadi
perselisihan antara partai yang satu dengan partai vyang
lainnya maka usaha vang dilakukan oleh partai politik
adalah melakukan kerja sama yang baik antara orsospol
untuk bersama-sama menegakkan demokrasi pancasila dan
diantara partai politik tersebut hendaknya tidak boleh
saling curiga mencurigai agar segala programnya dapat
saling tunjang menunjang.

Dan apabila perselisihan itu terjadi di dalam tubuh
partai itu sendiri, maka partai politik yang berfungsi
sebagai sarana pengatur konflik memberikan bimbingan dan
kesadaran kepada para anggotanya agar menjadi warga yang
bertanggung jawab kepada nusa dan bangsa. Akan tetapi
adakalanya perselisihan tersebut tidak dapat di atasi
sendiri oleh partai vyang bersanghkutan, sehinggé
perselisihan itu berlarut-larut tanpa adanya kepastian
kapan perselisihan ituw berakhir. kKalau sudah demikian
maka partai politik yang bersangkutan melibatkan fihak
ketiga untuk menyelesaikannya.

Melihat uraian di atas, bila kita kaitkan dengan
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fungsi partai politik sebagai sarana pengatur konflik,'
maka karena adanya kemaslahatan—-kemaslahatan yang
diperoleh dari pelaksanaan fungsi itu sendiri, maka
menurut hukum Islam di perbolehkan. Hanya dalam beberapa
kenyataannya ternyata fungsi partai politik sebagai
penengah konflik, masih terasa kurang sekali. Fartai
politik bukannya sering hendamaikan, tetapi ikut
menambah konflik yang ada dalam masyarakat. Meskipun
demikian partai politik dalam fugsinya tersebut seku-
rang-kurangnya dapat melakukan pengawasan dan membantu

dalam pengaturan kehidupan bernegara yang baik.



